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BUPATI JOMBANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

bahwa keberadaan tanah sebagai karunia Tuhan Yang
Maha Esa yang diperuntukkan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat memiliki peran
strategis dalam rangka pembangunan, sehubungan dengan
hal itu Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pengelolaan
terhadap tanah di wilayah Kabupaten Jombang;

bahwa penyelenggaraan pertanahan merupakan bagian dari
urusan Pemerintahan Konkuren sebagaimana diamanatkan
di dalam ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf d Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah Kabupaten Jombang tentang Pertanahan.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 12  Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahunl1960-104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2043);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);






